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Abstrak  
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa besar pengaruh proses digitalisasi dan input digitalisasi 
pelayanan publik terhadap kinerja pegawai di masa pandemi. Revolusi industri 4.0 dan pandemi covid 19 
menjadikan pemanfaatan teknologi informasi sebuah keharusan, agar pelaksanaan pekerjaan dan pelayanan publik 
dapat tetap berjalan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini mengabungan analisis regresi dan analisis 
deskriptif.  Variabel independent (Y) dalam penelitian  adalah kinerja pegawai yang meliputi ketepatan target, 
kualitas hasil, kecepatan dan keakuratan. Variabel terikatnya terdiri dari 2 variabel yakni Proses Digitalisasi (X1) 
yaitu perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan monitoring dan evaluasi. Variabel berikutnya adalah input 
digitalisasi (X2) yaitu SDM, anggaran dan sarana prasarana. Hasil analisis regresi menujukan bahwa variable proses 
digitalisasi dan variable input digitalisasi berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja pegawai dengan koefisien 
determinasi atau R2  0,98. Artinya proses digitalisasi dengan teknologi masa kini dan input yang kompeten 
berpengaruh 98% terhadap kinerja pegawai maupun kinerja organisasi. Hasil analisis deskriptif menunjukan bahwa 
yang perlu ditingkatkan dalam menciptakan transformasi pelayanan publik digita komponen yang harus 
diperhatikan adalah apresiasi pimpinan, anggaran, jumlah dan kapasitas sumber daya manusia. 
Kata Kunci: Digitalisasi, Kinerja, Lembaga Pendidikan dan Pelatihan 
 
Abstract 
The purpose of this study was to determine how much influence the process of digitizing public services and the 
input of digitizing public services had on employee performance during the pandemic. The industrial revolution 4.0 
and the COVID-19 pandemic make the use of information technology (ICT) a must, so that the implementation of 
work and public services can continue. The method used in this study combines regression analysis and descriptive 
analysis. The independent variable (Y) in the study is employee performance which includes target accuracy, 
quality of results, speed and accuracy. The dependent variable consists of 2 variables, namely the Digitization 
Process (X1), namely planning, organizing, implementing and monitoring and evaluating. The next variable is the 
input of digitization (X2), namely human resources, budget and infrastructure. The results of the regression 
analysis show that the digitization process variable and the digitization input variable have a significant effect on 
employee performance with a coefficient of determination or R2 of 0.98. This means that the digitization process 
with today's technology and competent input has an effect of 98% on employee performance and organizational 
performance. The results of the analysis show that what needs to be improved in creating a digital service 
transformation, the components that must be considered are the appreciation of the leadership, budget, number, 
and capacity of human resources. 
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PENDAHULUAN 
Saat ini, akses pada teknologi informasi dan komunikasi (TIK) memainkan peran penting dalam 
pembangunan ekonomi, sosial, budaya, pendidikan dan bidang lainnya. Penyebaran virus covid 19 yang 
menyebabkan pandemi di Indonesia semakin memerkuat bahwa  teknologi informasi (ICT) menjadi sebuah 
kebutuhan dan solusi terhadap penyelesaian permasalahan yang ditimbulkan karena penyebaran virus covid-
19 bagi oganisasi pemerintah maupun organisasi bisnis. Teknologi memberikan efek kombinatorial yang 
mempercepat kemajuan diberbagai aspek baik dibidang bisnis maupun kehidupan bermasyarakat secara 
eksponensial (Royyana, 2018). Setiap teknologi dicipatakan untuk mempermudah dan mendukung kegiatan 
manusia (Mukhsin, 2020). Teknologi informasi dewasa ini menjadi hal yang sangat penting karena sudah 
banyak organisasi pemerintah yang menerapkan teknologi informasi untuk mendukung kegiatan organisasi. 
Penerapan teknologi informasi pada organisasi pemerintah tentunya memiliki tujuan yang berbeda karena 
penerapan TI pada suatu organisasi adalah untuk mendukung kepentingan organisasinya (Yohanes et.al, 
2013). Bahkan perkembangan teknologi pada akhirnya dapat mengubah cara pandang, perilaku, sifat dengan 
mengadopsi perubahan teknologi ( Santoso et al., 2020).  
Informasi dan teknologi informasi sudah berkembang di masyarakat dan sulit untuk memikirkan 
masalah publik atau layanan pemerintah yang tidak tidak menggunakan teknologi informasi (Gil-Garcia et al., 
2018). Mengingat pesatnya pertumbuhan teknologi, banyak pemerintah telah mengadopsinya untuk 
mendefinisikan kembali cara pemerintah berinteraksi dengan warganya (Warf, 2014). Perubahan cara kerja 
pemerintah dengan mentransformasikan cara kerja komputer dan teknologi informasi, dimana konektivitas, 
efisiensi, tranparansi, dan berbagi informasi menjadi prinsip dasar pemerintahan supaya terkoneksi (Harimurti, 
2010). Di Indonesia untuk merespon perkembangan  teknologi informasi atau revolusi industry 4.0 pemerintah 
mengeluarkan kebijakan melalui Peraturan Presiden Nomor 95 tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan 
Berbasis Elektronik (SPBE) yang bertujuan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, 
transparan, dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya. Jauh sebelum kebijakan 
sistem pemerintahan berbasis elektronik muncul, pemerintah juga sudah mengeluarkan kebijakan e-
Government melalui Instruksi Presiden No 23 tahun 2003 tentang kebijakan dan strategi nasional 
pengembangan e-Government Indonesia. Upaya pemerintah dalam meningkatan pelayanan publik melalui 
pendekatan teknologi informasi tentu merupakan sebuah terobosan yang sangat diperlukan. Penciptaan nilai 
publik dengan pendekatan teknologi informasi akan menciptakan efektifitas dan efisiensi terlebih dalam 
pelaksanaan revolusi industri 4.0 dan mengatasi permasalahan pandemi covid-19.  
Penciptaan nilai publik semakin dipandang sebagai poros utama transformasi digital pemerintah (Roy, 
2019). Pengembangan e-government merupakan salah satu bentuk upaya pemerintah untuk menciptakan 
lingkungan birokrasi yang terbuka, bersih dan akuntabel dengan memanfaatkan teknologi informasi 
(Fadhlurrahman et al., 2018). Proses penerapan e-government melalui beberapa tahapan yaitu kehadiran (web 
presence), interaksi (interaction), transaksi (transaction), dan transformasi (transformation) (Bona et al., 2021). 
E-Government sebagai suatu mekanisme baru dalam interaksi antara pemerintah dan masyarakat, dalam 
pemanfaatan teknologi informasi terutama internet harus dapat memperbaiki layanan kepada masyarakat (oke 
3). Peningkatan pelayanan publik (public service) harus mendapatkan perhatian utama dari pemerintah, karena 
pelayanan publik merupakan hak-hak sosial dasar dari masyarakat (social rihgts) ataupun fundamental rights) 
(Holle, 2011). Penciptaan nilai publik semakin dipandang sebagai prisma sentral transformasi digital 
pemerintah (Bannister & Connolly, 2014;(Pang et al., 2014). Penyelenggaraan pemerintahan yang baik pada 
dasarnya menuntut keterlibatan seluruh komponen pemangku kepentingan baik birokrasi itu sendiri, swasta 
dan masyarakat  (Yudhi Supridi, 2015). Transformasi pelayanan publik melalui proses digitalisasi akan 
berpengaruh terhadap kinerja individu maupun organisasi. Sebagai salah satu fungsi utama pemerintah maka 
pelayanan tersebut sudah seharusnya dapat diselenggarakan secara berkualitas oleh pemerintah. Kualitas 
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pelayanan merupakan tingkat keunggulan yang diharapkan dan pengendalian atas tingkat keunggulan tersebut 
untuk memenuhi keinginan pelanggan.  
Apabila jasa atau pelayanan yang diterima atau dirasakan (perceived service) sesuai dengan yang 
diharapkan, maka kualitas jasa atau pelayanan dipersepsikan baik dan memuaskan (Yani, 2016). Penerapan e-
Government berpengaruh negatif terhadap probabilitas terjadinya praktik korupsi di pemerintah daerah, 
Indonesia (Maria & Halim, 2021). Hal ini mewujudkan praktik pemerintahan yang lebih efisien dan efektif 
dalam proses pelaksanaan pelayanan publik, agar lebih terjangkau dan memperluas akses publik untuk 
memperoleh informasi, sehingga terciptanya asas akuntabilitas, transparansi dan partisipasi publik yang tinggi 
terhadap pemerintahan (Rahmaini, 2021). Implementasi atau manifestasi dari good 5 governance itu, dalam 
paradigma yang telah berubah ini, pada dasarnya adalah menjadi tuntutan bagi pemerintah local yang secara 
langsung berinteraksi dengan masyarakat dalam rangka penataan pemerintahan dan pelayanan public yang 
lebih baik (Astuti, 2005).  
Revolusi industri 4.0 dan pandemi covid-19 memaksa setiap orang maupun organisasi untuk 
menggunakan teknologi dalam berbagai aktivitasnya. Hal ini dilakukan sebagai upaya meminimalisir 
penyebaran covid 19 namun semua aktivitas pekerjaan tetap dapat dilakukan. Caranya adalah melalui 
penggunaan teknologi informasi sehingga kualitas pelayanan publik yang baik dapat tetap diwujudkan dan di- 
delivery. Meskipun demikian terdapat kendala penerapan e-government adalah aspek teknologi adalah koneksi 
internet yang sangat lambat, dengan tidak adanya saran dan prasarana yang memadai untuk menerapkan E-
government di wilayah tersebut. Budaya dari pengguna juga menjadi faktor hambatan dalam penerapan E-
government di suatu daerah (Musfikar, 2018). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis seberapa besar 
pengaruh digitalisasi dalam pelayanan publik terhadap kinerja pegawai di saat terjadi pandemi covid 19 dan 
berjalannya proses revolusi industri melalui digitalisasi pada organisasi pemerintah . 
METODE PENELITIAN 
Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode regresi linier berganda. Uji 
regresi digunakan untuk mengukur seberapa besar pengaruh variabel bebas terhadap variable terikat. Uji 
Regresi linier berganda adalah uji regresi untuk menganalisis hubungan dan pengaruh variable bebas yang 
berjumlah lebih dari satu variable bebas (Widarjono, 2007:63).  Sampel yang digunakan dalam penelitian ini 
berjumlah 69 responden yang digali informasinya melalui penyebaran kuisioner dengan pertanyaan tertutup 
dan pertanyaan terbuka. Model regresi sudah dipastikan memenuhi asumsi dengan tidak adanya 
multikolinieritas, heteroskedastisitas, dan autokorelasi. Sehingga model layak dan hasilnya dapat 
diinterpretasikan. Variabel yang digunakan dalam penelitian adalah variable kinerja pegawai, Y (yang 
meliputi ketepatan target, kualitas hasil, kecepatan dan keakuratan). Variabel terikatnya terdiri dari variable 
proses digitalisasi, X1 (perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan monitoring dan evaluasi), variabel 
input digitalisasi, X2 (sumber daya manusia, anggaran dan sarana prasarana). 
HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN 
Pengaruh Input dan Proses Digitalisasi Terhadap Kinerja 
Hasil dari analisis regresi ditemukan bahwa proses digitalisasi yang dilakukan di lokus penelitian 
berdampak terhadap kinerja pegawai yang artinya juga berdampak terhadap kinerja organisasi. Hasil analisis 
regresi linier berganda menunjukan koefisien determinasi atau R2  dan adjust R2  sebesar 0.98 atau 98%.  
Tabel 1 
Koefisien Determinasi 
R Square Adjust R Square 
0, 982 0,981 
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Artinya bahwa variable proses digitalisasi, X1 yang terdiri dari perencanaan, pengorganisasian, 
pelaksanaan dan monitoring dan evaluasi, dan variabel input digitalisasi, X2 yang terdiri dari sumber daya 
manusia, anggaran dan sarana prasarana, berpengaruh signifikan terhadap variabel kinerja pegawai sebesar 
98%. Adapun besar koefisien setiap variabel dapat dilihat pada tabel koefisien beta berikut ini: 
Tabel 2 
Koefisien Beta 
Var. b t Sig. 
Const .711 2,036 .046 
X1 -.556 -4,267 .000 
X2 .566 54,440 .000 
Dari tabel di atas hasil mengujian secara simultan nilainya 0,00-0,04 < dari 0,05 atau 5%, sehingga 
dapat  disimpulkan bahwa variabel input digitalisasi pelayanan publik dan proses digitalisasi pelayanan 
publik, secara bersama-sama berpengaruh terhadap kinerja.  
Koefisien regresi b1 X1 sebesar -0,556 yang artinya setiap penurunan dari variabel X1 proses digitalisasi  
yaitu Perencanaan, Pengorganisasian, Pelaksanaan dan Monitoring dan Evaluasi maka akan menurunkan 
kinerja organisasi sebesar 0,556, sedangkan untuk koefisien beta X2 perencanaan digitalisasi yaitu SDM, 
Anggaran dan Sarana Prasarana nilai koefisiennya  sebesar 0,566 yang artinya setiap kenaikan variabel 
perencanaan digitalisasi akan menaikan kinerja pegawai sebesar 0,566. Dari hasil uji regresi di atas 
menunjukan bahwa pengaruh dari perencanaan digitalisasi dan proses digitalisasi dalam pelayanan publik 
sangat berpengaruh terhadap kinerja pegawai dan kinerja organisasi. Transformasi digital menciptakan 
peluang bagi organisasi dalam meningkatkan efisiensi dan inovasi. Teknologi membuat pelayanan publik 
menjadi lebih cepat dan murah sehingga penerapan teknologi informasi dalam pelayan publik menjadi sebuah 
terobosan (Kudyba et al., 2020). Secara sosiologis, teknologi memiliki makna yang lebih mendalam daripada 
peralatan. Teknologi menetapkan suatu kerangka bagi kebudayaan non material suatu kelompok. Jika 
teknologi suatu kelompok mengalami perubahan, maka cara berpikir manusia juga akan mengalami 
perubahan. Hal ini juga berdampak pada cara mereka berhubungan dengan yang lain (Ngafifi, 2014) 
Proses Digitalisasi 
Indikator dari variabel proses digitalisasi adalah perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, 
monitoring dan evaluasi. Adapun secara detail untuk variabel perencanaan kita dapat melihat dari indikator- 











Gambar 1. Indikator Perencanaan 
Pada gambar indikator perancanaan terlihat bahwa hasilnya ditemukan paling banyak responden setuju 
dan sangat setuju apabila digabung semua indicator menunjukan nilai 92-94%. Artinya dalam merencanaan 
digitalisasi perlu ada kejelasan tujuan, partisipasi pihak- pihak terkait, fleksibilitas perencanaan, ada 
kesesuaian dengan kebutuhan dan adanya prioritas hasil pertimbangan dari berbagai prioritas. Semua indicator 
tersebut sudah dilakukan dengan baik pada lokus penelitian ini. Temuan ini sejalan dengan pernyataan Stone, 
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transformasi perlu dilakukan karena ada alasan- alasan organisasi atau kebutuhan organisasi, sehingga 












Gambar 2. Indikator Pengorganisasian Digitalisasi 
Organisasi supaya bisa berjalan dengan baik perlu adanya struktur organisasi dan prosedur pelaksanaan 
pekerjaan. Pembagian tugas dan wewenang internal, dan system koordinasi dan komitmen individu pada 
doktrin dan program organisasi akan mempengaruhi kemampuan sumber daya organisasi untuk melaksanakan 
program-program kerja yang sudah ditetapkan (Maimunah, 2017). Bagaimana kami memisahkan tugas dan 
tanggung jawab ini di seluruh manajemen dan tim. Pada Gambar 2 di atas terlihat bahwa dalam 
pengorganisasian teknologi dan informasi (TIK) pelayanan publik dalam pengorganisasian harus memiliki tim 
pengelolanya, ada kewenangan, tim mampu bertanggung jawab terhadap tugas- tugas pengelolaan aplikasi 
teknologi, harus memiliki panduan bagi pengelola maupun penggunanya, serta adanya standar operasional 
prosedurnya.  
Rata- rata responden setuju terhadap setiap indikator pengorganisasian tersebut. Nilai paling rendah 
adalah pada indikator standar operasional prosedur, sebesar 68,10% artinya ada beberapa teknologi digital 
yang belum standar operasional prosedurnya. Setiap transformasi pasti akan ada dampak pada peran dan 
tanggung jawab dalam organisasinya masing-masing. Transformasi digital bukan pengecualian terhadap 
aturan. Transformasi dipengaruhi oleh teknologi digital. Transformasi digital terjadi karena adanya perubahan 











Gambar 3. Indikator Pelaksanaan Digitalisasi 
Pada indikator pelaksanaan digitalisasi pelayanan publik (Gambar 3) kita bisa lihat bahwasanya yang 
yang tertinggi adalah adanya kesesuaian aatara rencana dengan pelaksanaan, apabila ditotal nilai responden 
sangat setuju dengan setuju sebesar 93% , sosialaisasi  91,60%, adanya uji coba 90%, kemanfaatan  88.90%, 
dan kesesuaian dengan aturan, 76,40%. Dari data tersebut menunjukan bahwa untuk kesesuaian dengan 
aturan, proses digitalisasi di lokus penelitian masih perlu ditingkatkan lagi, sehingga ada kompatabilitas antara 
terobosan pelayanan publik melalui digitalisasi dengan aturan- aturan yang berlaku. Organisasi publik 
memiliki peran dan tanggung jawab yang telah ditentukan sebelumnya yang didasarkan pada hukum 
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Gambar 4. Indikator Monitoring dan Evaluasi 
Pada Gambar 4 untuk indikator monitoring, yang terpenting monev dilakukan dengan tujuan adanya 
perbaikan dengan nilai 93,10%, yang berikutnya yang paling penting harus ada pengembangan dari proses 
digitalisasi sebagai bagian dari hasil monitoring dan evaluasi, 86,10%. Monitoring dan evaluasi terhadap 
proses digitalisasi pelayanan publik di lokus penelitian dilakukan secara rutin, terlihat dari nilai gabungan 
setuju dan sangat setuju sebesar 83,30%.  
Input Digitalisasi 
Variabel input digitalisasi dalam penelitian ini terdiri dari lima (5) indikator dengan rincian 











Gambar 5. Indikator Input Digitalisasi 
Input digitalisasi di lokus penelitian dapat kita lihat pada gambar 5, input sumber daya manusia jumlah 
nilai gabungan setuju dan sangat setuju sebesar 69,50%, jumlah SDM 51,40%, Anggaran 38%, kecepatan 
internet 48,60%, komputer 52,80%. Dari data tersebut kita dapat menyimpulkan bahwa input digitalisasi 
masih harus ditingkatkan lagi. Ditemukan bahwa kecepatan internet masih kurang kompatibel dengan 
aplikasi- aplikasi pelayanan publik yang ada sehingga kadang memunculkan kendala teknis baik bagi 
pengguna layanan maupun pemberi layanan yaitu pengelola aplikasi digital pelayanan publiknya. Anggaran 
yang dialokasinya pada lokus penelitian juga dianggap masih kurang apabila dibandingkan dengan jumlah 
kebutuhan aplikasi digital pelayanan publik. Yag berikutnya adalah kapasitas dan jumlah sumber daya 
manusia yang khsusus mengelola aplikasi digital masih terbatas baik kapasitas maupun jumlahnya.  
Kinerja Pegawai 
Kinerja pegawai sebagai dampak dari digitalisasi  pelayanan publik, khususnya dimasa pandemi covid 
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Gambar 6. Indikator Kinerja Pegawai 
Kesesuan antara kinerja dengan target kinerja nilai gabungannya sebesar 97,20%, artinya kinerja 
pegawai sudah sangat baik meskipun dilakukan dengan model berkerja work from home (WFH) maupun work 
from office (WFO). Artinya tidak ada masalah dengan perubahan pola kerja, sehingga proses digitalisasi 
pelayanan public dapat berjalan dengan efektif dan efisien.  Indikator berikutnya adanya apresiasi dari 
pimpinan merupakan hal penting untuk memotivasi pegawai sehingga bisa meningkatkan atau 
mempertahankan kinerja, nilainya 88,90%. Artinya apresiasi terhadap pegawai dengan kualitas kerja di masa 
pandemic harus mendapat apresiasi lebih, sehingga kinerja bisa tetap terjaga. Kualitas pekerjaan juga sudah 
bagus, hal ini sejalan dengan ketercapaian target sesuai dengan rencana dengan nilai 100%. Namun demikian 
masih ditemukan kesalahan dan adanya komplen, meskipun bisa diperbaiki, masih peru ditingkatkan sehingga 
bisa mencapai nol kesalahan dalam pekerjaan.  
KESIMPULAN 
Proses digitalisasi yang terdiri dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, monitoring dan 
evaluasi dan input digitalisasi yang terdiri dari  kualistas dan jumlah sumber daya manusia (SDM),  anggaran, 
kecepatan internet dan komputer, sangat berpengaruh terhadap kinerja pegawai dalam melaksanakan 
pekerjaan dan memberikan pelayanan publik. Temuan dalam penelitian ini agar pelayanan publik digital dapat 
lebih optimal lagi maka organisasi perlu meningkatkan anggaran, jumlah dan kapasitas sumber daya manusia, 
standar operasional prosedur. Untuk meningkatkan lagi kinerja pegawai manajemen perlu memberikan 
apresiasi pada pegawai, sebagai motivasi bagi pegawai karena dengan model kerja WFH dan WFO di masa 
pandemi berpengaruh besar terhadap kondisi psikologis pegawai. Harapannya dengan motivasi pegawai yang 
tinggi akan meningkatkan kualitas kerja sehingga meminalisir kesalahan kerja dan komplen pengguna 
layanan. 
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